WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA

Menimbang : a.

Mengingat

1.

KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah, ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan

Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota

Gorontalo.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1939
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);
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2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
GORONTALO
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1.
2.

P R e B

(1)

(2)

Daerah adalah Kota Gorontalo.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan  daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.

Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana

teknis pada Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan

ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan

Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi keweriangan Daerah

Kota Gorontalo dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota

Gorontalo.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a.

merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
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melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait

dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

&

b.

(1)

(2)

(3)

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan;

Bidang Pengelolaan Limbah Domestik;

Bidang Kebersihan;

Bidang Pertamanan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri dari :
a. Subbagian Program,;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Sekretaris.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan

huruf ¢ dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 7

Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf ¢ membawahi :

a.

Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
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b. Seksi Sistem Informasi Lingkungan; dan

c. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Pasal 8

Bidang Pengelolaan Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf d membawabhi :
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sampah;
b. Seksi Pemanfaatan dan Daur Ulang Limbah Domestik; dan

c. Seksi Kemitraan dan Kerja Sama Pengelolaan Limbah Domestik.

Pasal 9

Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 huruf e

membawahi :
a. Seksi Pembersihan Jalan, Badan Air dan Pengumpulan Sampah;
b. Seksi Pengangkutan Sampah dan Retribusi; dan

c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 10

Bidang Pertamanan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf f membawahi :
a. Seksi Pertamanan;

b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; dan

c. Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Wilayah Pesisir Laut.

Pasal 11

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10

dipimpin oleh Kepala Bidang dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

!
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BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 13

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah

Daerah dibidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk kelancaran tugas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala

Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.

menetapkan  Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan
rencana kegiatan masing-masing Bidang dan rencana kegiatan

Sekretariat;

membuat perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup

berdasarkan kewenangan;

memberikan pelayanan dibidang operasional kebersihan, pertamanan,

pengelolaan limbah domestik dan sarana dan prasarana;

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang

tugasnya,

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
memeriksa hasil kerja bawahan;
mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;

dan

melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penatausshaan dibidang

perencanaan, program, pelaporan, kepegawaian, umum dan kearsipan

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.

menyusun program kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan
rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan

Sekretariat;

menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan
Hidup berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan

Sekretariat;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

memeriksa hasil kerja bawahan;

melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;

melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;

melaksanakan pengelolaan urusan data dan informasi;

mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.



-
Paragraf 2

Kepala Subbagian Program

Pasal 17

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk

kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala

Subbagian Program menyelenggarakan fungsi :

a.

menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kegiatan

masing-masing Subbagian di lingkungan Sekretariat;

menyusun laporan hasil kegiatan Sekretariat berdasarkan laporan hasil

kegiatan masing-masing Subbagian di lingkungan Sekretariat;

menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Data dan

Informasi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

menyusun laporan hasil kegiatan Subbagian Perencanaan, Data dan

Informasi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
menilai prestasi kerja bawahan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tugas-tugas
pembangunan dibidang Lingkungan Hidup;
menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja dinas

berdasarkan rencana kegiatan Bidang;

menyiapkan bahan laporan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban

Kepala Dinas kepada Walikota;

menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam
peningkatan kinerja Dinas;

menyusun rencana dan melaksanakan pengendalian program
pembangunan dibidang Lingkungan Hidup;

menyusun dan mempersiapkan data dan informasi di bidang

Lingkungan Hidup;
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mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 19

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan

keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk

kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.

menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

menyusun laporan hasil kegiatan Subbagian Keuangan sebagai bahan

penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
memeriksa hasil kerja bawahan;
menyusun rencana anggaran biaya rutin dan pembangunan;

menyeclenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah

ditetapkan;

membuat laporan pertanggungjawaban keuangan,;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 4

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 21

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

s

menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

menyusun laporan hasil kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian

sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
memeriksa hasil kerja bawahan,;

menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai

di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ;
menyiapkan data kepegawaian;
membuat laporan kepegawaian;

melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan
pegawai;

melaksanakan urusan surat-menyurat;

melaksanakan pengetikan surat menyurat dan penggandaan naskah
Dinas;

melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan

kantor;
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melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan Dinas dan

protokol;
mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan
Paragraf 1
Kepala Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan
Pasal 23

Kepala Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas

melaksanakan kajian dan penaatan lingkungan berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

Kepala Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan

fungsi :

a.

menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan

Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup:

menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan

laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidang masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

memeriksa hasil kerja bawahan;

melaksanakan kegiatan dibidang pengksjian dan penaatan lingkungan;
penyusunan dokumen RPPLH;

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam

RPJP dan RPJM,;
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
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k. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung
dan daya tampung lingkungan;

g ~menyusun rencana analisa dan kajian pengendalian dampak

lingkungan;
h. melaksanakan database inventarisasi sumber daya alam;
1. melakukan pengembangan sumber daya manusia;
j. melaksanakan status lingkungan hidup daerah;
k. menyusun kajian lingkungan hidup strategis daerah,;
l. melakukan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;

n. mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin
Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan
Hidup);

o. melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen
lingkungan (Amdal dan UKL-UPL);

p. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

g. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan
Pasal 25
Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dampak dan penaatan lingkungan melalui

pengawasan usaha dan/atau kegiatan serta evaluasi berdasarkan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk peningkatan kualitas lingkungan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala

Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan seksi pengendalian dampak lingkungan;

— N
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menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
laporan hasil kegiatan pengendalian dampak lingkungan;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,;
menganalisa dan mengkaji potensi dampak lingkungan yang terjadi pada
suatu usaha dan/atau kegiatan,

menyusun dokumen RPPLH,;

mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD
dan RPJMD;

mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;

mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis;

melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS;

mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin
lingkungan, Audit LH, analisis resiko LH;

melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan (Amdal dan
UKL-UPL);

melakukan pengawasan dan pemantauan usaha dan atau/kegiatan yang
telah memiliki dokumen lingkungan;

melakukan pengendalian dampak lingkungan melalui mekanisme
perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

melakukan evaluasi tingkat ketaatan wusaha dan/atau kegiatan
berdasarkan dokumen lingkungan dan izin PPLH yang dimiliki;
menyusun perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan
sementara, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

melaksanakan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan

pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3;
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t. melaksanakan pemantauan dan pengawasan limbah B3;

u. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

v. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Seksi Sistem Informasi Lingkungan
Pasal 27

Kepala Scksi Sistem Informasi Lingkungan mempunyai tugas membuat
sistem yang memuat sumber daya alam kedalam sebuah database dan
menginformasikannya kepada masyarakat luas serta melakukan

pengembangan teknologi sistem informasi lingkungan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala

Seksi Sistem Informasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan Bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f.  membuat pelaporan tentang status kualitas sumber daya alam,;

g. mengumpulkan data dan informasi lingkungan dan menyusunnya

kedalam database/sistem informasi lingkungan;
h. menyusun status lingkungan hidup daerah;

i. membuat brosur, pamflet dan media lainnya tentang status lingkungan

untuk diinformasikan kepada masyarakat luas;

j. melakukan koordinasi dengan media cetak dan elektronik dalam rangka

publikasi kualitas lingkungan kepada masyarakat;



- 15 -
k. mengembangkan teknologi sistem informasi lingkungan;

l. membuat pelaporan standar pelayanan minimal bidang lingkungan

hidup;
m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 29

Kepala Scksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk peningkatan kualitas lingkungan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana Kkegiatan sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan Bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. menetapkan status kualitas lingkungan (air dan udara);
g. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;

h. membuat pelaporan dan menghitung beban pencemaran lingkungan

terhadap sumber daya alam daerah;
i. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

j. melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas laboratorium

lingkungan daerah;
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melakukan sosialisasi kepada usaha dan/atau kegiatan serta
masyarakat tentang pengendalian pencemaran lingkungan,

menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait

pencemaran lingkungan;
mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Limbah Domestik
Paragraf 1
Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Domestik

Pasal 31

Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Domestik mempunyai tugas

melaksanakan Pengelolaan Limbah Dornestik berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala

Bidang Pengelolaan Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi :

a.

menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan Program Kerja

Dinas Lingkungan Hidup;

menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
memeriksa hasil kerja bawahan,;
menyusun informasi pengelolaan sampah;

menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah

untuk setiap kurun waktu tertentu;
merumuskan kebijakan pengurangan sampabh;

membina pembatasan timbunan sampah kepada usaha;



5 1=

j.  membina pendaur ulangan sampabh;
k. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;

1. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan

produk;

m. melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

pembuangan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

n. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir

sampabh;
o. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sampah;

p. melaksanakan dan membuat usulan kebutuhan barang untuk

melaksanakan pengelolaan sampah di TPS 3R,;

gq- melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha dalam

menyelenggarakan pengelolaan sampabh;

r. melakukan dan menguras pembuangan air limbah Mandi Cuci Kakus

(MCK) dan Tinja;
s. melakukan kegiatan rehabilitasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja;
t. melakukan pengawasan dan pemantauan air limbah domestik;

u. melaksanakan pengawasan, pemunggutan dan penyetoran retribusi

IPLT;
v. mengevaluasi dan mempertangungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sampah

Pasal 33

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sampah
mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pengembangan dan
pembinaan pengelolaan sampah berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis.
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Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sampah menyelenggarakan

fungsi :

a.

menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Pengelolaan Limbah Domestik;

menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan

laporan hasil kegiatan Bidang Pengelolaan Limbah Domestik;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
memeriksa hasil kerja bawahan;
menyusun informasi pengelolaan sampah;

menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah

untuk setiap kurun waktu tertentu;
merumuskan kebijakan pengurangan sampabh;

melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada

usaha;

mengatur dan melaksanakan kegiatan pencatatan keluar masuk

kendaraan pengangkut sampah di TPA;

mengendalikan pencemaran akibat sampah;

melakukan upaya pengurangan sampah dari sumbernya;
melakukan pendataan timbunan sampah dari sumbernya;

mengawasi dan mengarahkan kendaraan yang membuang sampah

di TFA,
melakukan penyuluhan dan kampanye pengelolaan sampah;
mencatat volume sampah yang dibuang di TPA;

mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja

bawahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.



=19 =
Paragraf 3

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Daur Ulang

Limbah Domestik
Pasal 35

Kepala Secksi Pemanfaatan dan Daur Ulang Limbah Domestik mempunyai
tugas dibidang pemanfaatan dan daur ulang limbah domestik berdasarkan

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Kepala Seksi Pemanfaatan dan Daur Ulang Limbah Domestik

menyelenggarakan fungsi :

a. menviapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Pengelolaan Limbah Domestik;

b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan Bidang Pengelolaan Limbah Domestik;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampabh;
g. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;

h. melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk

dan kemasan produk;

i. memantau pelaksanaan daur ulang, pengkomposan sampah/limbah

yang dimanfaatkan untuk pupuk dan produksi lain;

j. melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan pemanfaatan dan

daur ulang limbah domestik;
k. mengatur dan melaksanakan kegiatan daur ulang sampabh;

l.  mengendalikan, memelihara dan mengoperasikan alat-alat di Tempat

Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R);
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m. mengatur dan melaksanakan pembuangan air limbah, MCK dan Tinja;

n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah, MCK

dan tinja;

o. melaksanakan pemungutan retribusi IPLT sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p- melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi tiap hari;
g. melaksanakan pembersihan kolam-kolam tinja di IPLT;
r. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Kepala Seksi Kemitraan dan Kerja Sama Pengelolaan

Limbah Domestik
Pasal 37

Kepala Seksi Kemitraan dan Kerja Sama Pengelolaan Limbah Domestik
mempunyail tugas melaksanakan kemitraan dan kerjasama pengelolaan

limbah domestik berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
Kepala Seksi Kemitraan dan Kerja Sama Pengelolaan Limbah Domestik

menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Pengelolaan Limbah Domestik;

b. menyvusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan Bidang Pengelolaan Limbah Domestik;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;
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f.  membangun kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan
masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik;

g. mengupayakan kemitraan pendanaan lingkungan hidup dari berbagai
pihak;

h. menjalin kerjasama dengan daerah perbatasan dalam pengelolaan
sampah dan air limbah domestik di wilayah perbatasan;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

j- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Kebersihan
Paragraf 1
Kepala Bidang Kebersihan

Pasal 39

Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pembersihan
wilayah kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas unit.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,

Kepala Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan Program Kerja

Dinas Lingkungan Hidup;

b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawzahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampabh;

g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kebersihan;
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h. melaksanakan rehabilitasi tempat pembuangan sampabh;
i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

J.  melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pembersihan Jalan, Badan Air dan

Pengumpulan Sampah
Pasal 41

Kepala Seksi Pembersihan Jalan, Badan Air dan Pengumpulan Sampah
mempunyai tugas melakukan pembersihan sampah berdasarkan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk optimalisasi pelayanan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala
Seksi Pembersihan Jalan, Badan Air dan Pengumpulan Sampah

menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Kebersihan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan Bidang Kebersihan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;

f. melaksanakan tugas kegiatan penyapuan dan pengumpulan sampah

di jalan, pembersihan selokan dan sungai secara rutin;
g. mengatur dan mengelola tempat pembuangan sampah sementara;
h. melaksanakan pemantauan kebersihan jalan, selokan dan sungai;

i. mengatur dan melaksanakan pembagian tugas dan tenaga kebersihan

jalan, selokan dan sungai,

j.  mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
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memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan kebersihan di lingkungannya;

mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Seksi Pengangkutan Sampah dan Retribusi
Pasal 43

Kepala Seksi Pengangkutan Sampah dan Retribusi mempunyai tugas

melakukan pengangkutan sampah berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis untuk optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala

Seksi Pengangkutan Sampah dan Retribusi menyelenggarakan fungsi :

a.

menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Kebersihan;

menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan Bidang Kebersihan;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

mengatur dan melaksanakan pengangkutan sampah rumah tangga,
sampah depo, sampah kontainer, sampah selokan dan sampah lainnya

secara rutin;
mengatur dan melaksanakan pergantian petugas secara rutin;

mengatur dan melaksanakan pengangkutan sampah ke Tempat

Pengelolaan Limbah Domestik;
mengatur dan membuat jadwal pembuangan sampah ke Depo;

mengatur dan melaksanakan pengangkutan sampah hasil gotong royong

kebersihan masyarakat dan instansi pemerintah;
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k. mengatur dan membagi tugas tenaga pengangkutan;

l.  melaksanakan kegiatan pemantauan tugas pengangkutan sampah;

m. membuat jadwal jam pengeluaran sampah rumah tangga pada

masing-masing ruas jalan,;

n. memungut retribusi sampah sesuai pada objek retribusi sesuai besaran

yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;

0. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja

bawahan; dan

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 45

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan
pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan berdasarkan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala

Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Persampahan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan Bidang Kebersihan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;
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menghimpun dan menyiapkan bahan penyuluhan dibidang Lingkungan
Hidup;

menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan Dinas
Lingkungan Hidup;

mengadakan dan mengelola sarana dan prasarana Dinas Lingkungan
Hidup;

melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

angkutan;

menyiapkan sarana angkutan untuk pelaksanaan Lingkungan

Hidup;

memantau dan mengawasi pemakaian peralatan kerja untuk tenaga

lapangan;

merencanakan dan mengadakan suku cadang kendaraan, pelumas dan

BBM;
melaksanakan pengelolaan perbengkelan;
melaksanakan dan mengawasi bin-bin dan kontainer sampah dilapangan;

memelihara dan menjaga  kelengkapan  peralatan  angkutan

sampah;

mengadakan pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan

peralatan persampahan;

melaksanakan perbaikan kendaraan-kendaraan yang rusak sehingga

laik jalan;
mendata dan membukukan kendaraan yang rusak;

mengevaluasi kerusakan, melaporkan dan mengusulkan suku cadang

yang akan diganti;
mengawasi pekerjaan bengkel/mekanik;
mendistribusikan sarana dan prasarana angkutan yang laik jalan;

menyusun dan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana

perbengkelan;

mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja

bawahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Keenam

Bidang Pertamanan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Paragraf 1
Kepala Bidang Pertamanan dan Konservasi

Sumber Daya Alam
Pasal 47

Kepala Bidang Pertamanan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai
tugas dibidang pertamanan dan konservasi sumber daya alam berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk menjaga kelestarian taman dan

menjaga kerusakan sumber daya alam.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Kepala Bidang Pertamanan dan Konservasi Sumber Daya Alam

menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan Program Kerja
Dinas Lingkungan Hidup;
b. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidang masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;

f. melaksanakan kegiatan dibidang Pertamanan dan Konservasi Sumber

Daya Alam,;

g. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi
terkait dalam hal pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan dan

konservasi sumber daya alam;

h. melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber

daya alam;

i. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil

emisi GRK;

|
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j. merencanakan konservasi keanekaragarnan hayati;

k. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

1. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi

keanekaragaman hayati;
m. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

n. melaksanakan valuasi dan membuat neraca sumber daya alam untuk

mengetahui kondisi sumber daya alam,;
o. melaksanakan kegiatan dibidang pertamanan dan keindahan kota;

p. melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman untuk keperluan

taman-taman dan penghijauan;

g. memelihara dan mengamankan taman-taman serta perlengkapan

lainnya;

r. menyiapkan rekomendasi tentang permohonan penggunaan taman,

lapangan dan perijinan pemasangan reklame;

s. mengawasi, menyediakan dan menertibkan pelaksanaan pemasangan

reklame;

t. melaksanakan, mengawasi dan  mengendalikan  pelaksanaan

pembangunan fisik pertamanan;

u. melaksanakan penataan, pemeliharaan dan penyediaan sarana

prasarana penerangan jalan umum,;
v. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pertamanan
Pasal 49

Kepala Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penataan taman
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.
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Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala

Seksi Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

a.

menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Pertamanan dan Konservasi Sumber Daya Alam,;

menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan Bidang Pertamanan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

memeriksa hasil kerja bawahan;

melaksanakan pembangunan fisik taman;

melaksanakan perawatan dan pemeliharaan taman;

melaksanakan pembuatan dan rehabilitasi median taman;
melaksanakan rehabilitasi taman-taman telajakan,;

membuat dan merehabilitasi taman-taman kota;

membuat dan melaksanakan pemeliharaan taman di perbatasan kota;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan patung monumen dan

bangunan taman lainnya;

melaksanakan pemeliharaan kebersihan lapangan tempat-tempat

bermain anak-anak;

melaksanakan koordinasi masalah gangguan maupun kerusakan yang

terjadi akibat jaringan utilitas kota dengan instansi terkait;
memotivasi masyarakat pemilik telajakan untuk membuat taman;

mengadakan koordinasi masalah taman dan penghijauan lingkungan

dengan instansi terkait;
memfasilitasi lokasi peruntukan pertamanan,;
mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 3
Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 51

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan

pemantauan dan pengawasan serta pengendalian keanekaragaman hayati

dan konservasi sumber daya alam berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis untuk peningkatan kualitas lingkungan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a.

menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan;

menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan Bidang Pertamanan dan Sumber Daya Alam;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman

hayati;

melaksanakan pembibitan dan pengadaan bibit tanaman untuk

pertamanan dan penghijauan;

melaksanakan perawatan dan penyaluran bibit tanaman untuk

keperluan taman dan penghijauan kota;
melaksanakan pengadaan dan perawatan tanaman hias;
melaksanakan penanaman pelindung untuk penghijauan kota;

mengusahakan jenis tanaman hias dan penghijauan yang bernilai

budaya;

melaksanakan pemangkasan serta pembentukan tanaman pelindung

(Perindangan);
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memberikan petunjuk serta pertimbangan terhadap permohonan ijin
penebangan pohon perindangan;

melakukan pengawasan dan penertiban penanaman tanaman

penghijauan/perindangan;

melakukan koordinasi, pembinaan dan perencanaan pelaksanaan

pemulihan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian kerusakan wilayah pesisir

dan laut serta konservasi keanekaragaman hayati;

melakukan analisis dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan;
melakukan penyusunan akuntansi sumber daya alam dan lingkungan;
melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan

Wilayah Pesisir Laut

Pasal 53

Kepala Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Wilayah Pesisir Laut

mempunyai tugas melaksanakan valuasi sumber daya alam berdasarkan

peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,

Kepala Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Wilayah Pesisir Laut

menyelenggarakan fungsi :

a.

menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan bidang pertamanan dan konservasi sumber daya alam;

menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan

hasil kegiatan bidang pertamanan dan konservasi sumber daya alam;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
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memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

melakukan koordinasi, pembinaan dan perencanaan pelaksanaan

pemulihan kerusakan lingkungan dan wilayah pesisir laut.

menetapkan pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan / atau

kerusakan pesisir dalam wilayah kota gorontalo;

menetapkan lokasi untuk pengelolaan konservasi sumber daya pesisir

dan laut;

melakukan pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran
dan /atau kerusakan lingkungan dan wilayah pesisir laut di kota

gorontalo;

melakukan pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut

dalam wilayah kota gorontalo;

menetapkan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas

lingkungan pesisir dan laut dalam wilayah kota gorontalo;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian kerusakan wilayah pesisir

dan laut serta konservasi keanekaragaman hayati; dan

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 55

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 56

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,
terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional

sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh dan bertanggungjawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



(3)

(4)

(1)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menyelenggarakan
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
Setiap pimpinan kelompok jabatan fungsional dalam lingkungan Dinas
wajib bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan

pekerjaan pada unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam

lingkungan kerjanya.
Pasal 58

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Walikota Gorontalo.

Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan
membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan

pelaksana dilingkungan Dinas.
BAB VII
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 59

Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan

administrator.

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan

administrator.

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi jabatan struktural eselon IVa atau

jabatan pengawas.
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Pasal 60

Pejabat struktural pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
UPT

Pasal 61

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas

teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
(2) UPT dipimpin oleh Kepala.

Pasal 62

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan

secara tertulis kepada Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

Pada saat Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku, jabatan yang ada
beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat

baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor
12 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo
(Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 14) Lampiran IV dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 65

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 27 mesenber 2016
WALIKOTA GORONTALO,Q

JV‘IA EN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 #esember 2016

Plt. SEKRETARIS D GORONTALO,
I/_—i 9

ZAINUDDIN RAHIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 34
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